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TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI TAMBANG,

Secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-
besarnya kemakmuran masyarakat Nagari:

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun
Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Nagari tentang

2020 yang  disusun  sesuai dengan  kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan Nagari perlu
dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;

Nagari tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB Nagari)Tahun
Anggaran 2020;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia 1956 Nomor 25 ), Jis Undang-
Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77 ) jo Undang-
Undang Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1643 );

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara



Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesig Nomor 5587 ) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495 );

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5717 );

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun
2014 Tentang Desa Desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 ),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015, Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 60 Tahun 2014 ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5694 );

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2018 Tentang Kecamatan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan dj
Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2091 );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembanguna Desa (
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Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53 );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa ( Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037 )i

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611 );

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018
Tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2019;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 9 Tahun 2008
Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2015
Tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa yang
Pembiayaannya Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Nagari ( Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2015 Nomor 27 )

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2
Tentang Nagari, ( Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2016 Nomor 02);

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016
Tentang  Sistem dan Prosedur  Pengelolaan Aset
Pemerintahan Nagari di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pesisir Selatan ( Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2016 Nomor Jz

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari ( Berita
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 28),;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2020
Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan
Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar
Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40‘ Tahun 2019:
Tentang  Penghasilan Tetap dan Tunjangan  Wali
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Nagari,perangkat nagari serta Tunjangan Kehormatan
Badan Permusyawaratan nagari;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2020
Tentang perubahan atas Lampiran Peraturan Bupati Pesisir
Selatan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang
Bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2020;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2020
Tentang perubahan atas Lampiran Peraturan Bupati Pesisir
Selatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2020;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2020
Tentang perubahan atas lampiran Peraturan Bupati Pesisir
Selatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI TAMBANG
WALI ln\ta-dm?ll TAMBANG
MEMUTUSKAN :

PERATURAN NAGARI TENTANG LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI TAMBANG
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020 dengan perincian
sebagai berikut :
NO URAIAN NILAI —‘
(Rupiah)
1. | Pendapatan Nagari Rp. 1.458.405.183,98.-

2. | Belanja Nagari

Rp. 1.551.886.874,00-

a. | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari |Rp. 596.473.874,00.-

b. | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari Rp. 287.921.000,00.-




c. | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 99.383.000,00.-

d. | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 113.365.000,00.-

e. | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Rp. 454.744.000,00.-

Mendesak Nagari
Jumlah Belanja Rp. 1.551.886.874,00.-
Surplus / (Defisit) Rp. (175.553.123,90.-)
3. | Pembiayaan Nagari Rp. 175.553.123,90.-
a. | Penerimaan Pembiayaan Rp. 175.553.123,90.-
b. | Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0.-
4. | Sisa Lebih / Kurang Perhitungan Rp. 82.071.433,88,-

Pasal 2
Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran
Peraturan Nagari ini yang terdiri dari;

a. Lampiranl : Laporan Keuangan;

b. LampiranIl : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari - 31
Desember Tahun Anggaran 2020;

c. Lampiranlll : Daftar Program sektoral, program daerah dan program
lainnya yang masuk ke Nagari.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Nagari ini :

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Nagari ini dalam Lembaran Nagari dan Berita Nagari oleh Sekretaris Nagari.

Ditetapkan di : TAMBANG
Pada Tanggal : 08 JANUARI 2021
WALI NAGARI TAMBANG
AKBAR K MUSTAFA, S.Kom
Diundangkan di : TAMBANG
pada tanggal : 08 JANUARI 2021

SEKRETARI§ NAGARI TAMBANG

FEVI RAH IA SARI, S.Pd



